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PUTUSAN
Nomor 0577/Pdt.G/2013/PA.Tgrs
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara :
Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ";
Lawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui
alamatnya diwilayah Republik Indonesia (Ghoib),selanjutnya disebut

sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2013
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0577/

Pdt.G/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa  Penggugat adalah isteri sah dari  Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2004, dihadapan Pejabat
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten
Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - ,
tanggal 25 Juni 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga
terakhir tinggal di alamat yang disebutkan diatas;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3
orang anak bernama :

a. Anak | Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 16 tahun;
b. Anak Il Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 10 tahun;
c. Anak Il Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2010 yang lalu, rumah
tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut

a. Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa memberi kabar pada
Penggugat;

b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat;

c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokam lagi dalam

membina rumah tangga;
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5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya
terjadi sejak tahun 2010, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar
dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir
dan bathin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah
rumah, sampai sekarang sudah ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya
kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil
menemukan Tergugat;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah
tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang maka mohon kepada
Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten
Tangerang untuk dicatat perceraiannya;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
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c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan
Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir
sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat tertanggal 24 April
2013 dan tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kepala Sub bagian Siaran Radio
Bayunada Tigaraksa, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil
secara patut, resmi dan sah sedang ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis
Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka
dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar

tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti surat berupa :
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah
dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor
-, tertanggal 25 Juni 2004, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan
aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);

3. Surat Keterangan Ghoib dari kepala Desa Cihuni No.- , tanggal 7 Maret 2013
diberi tanda (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang bernama Saksi | , saksi
tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang
secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk
mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku
kaka sepupu dari Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak 3
(tiga) tahun yang lalu, dan bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat
tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia ( Gaib );

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak
akhir tahun 2010 antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa memberi kabar, tidak
memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi
dalam membina rumah tangga, sering pulang malam dalam keadaan mabuk,
mulai mengurtangi nafkah lahir kepada Penggugat, diketahui mengkonsumsi

narkoba dan pada tanggal 15 Pebruari 2010 Tergugat tertangkap basah
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sedang mengkonsumsi narkoba dengan rekan-rekannya, kemudian ditangkap
oleh pihak kepolisian, sampai sekarang sudah pisah rumah dan kumpul lagi
seperti layaknya suami isteri lebih kurang 3 tahun;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan terutama memberi nasehat
Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saat ini saksi tidak sanggup lagi

merukunkan rumah tangga mereka.

Bahwa untuk menguatkan keterangan seorang saksi tersebut Penggugat
telah mengucapkan Sumpah Supletur di muka sidang dengan tata cara agama

Islam;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk

mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara
ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (Bukti P.1) yang berada diwilayah
hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
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1989 dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk
bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada
gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud pasal 65 dan
pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui
perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak
dalam perkara a quo yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis
Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh
proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
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karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, majelis
menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat
telah pergi dari rumah bersama tanpa memberi kabar, tidak memberi nafkah lahir
dan bathin pada Penggugat, sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina
rumah tangga, telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami

isteri lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan
terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, maka
pada dasarnya dalil-dalii gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi

dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah
terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi

alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
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ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari

gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga
antara  Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabakan
perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi dan sumpah
supletur yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah
berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat
sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis
dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang

sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak
dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang
diperkuat dengan keterangan saksi dan sumpah supletur yang pada intinya
menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah pergi dari rumah bersama tanpa
memberi kabar dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat,
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina

rumah tangga,sereta telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi seperti layaknya
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suami isteri lebih kurang 3 tahun, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab

perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam Alguran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak
lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan
bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi
lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat
dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara

gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasaran kepada ketentuan
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pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah
dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat

ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang menyatakan :

&7 Y b 569 i ply praluiall PS> o WS> LIl 80 o
a

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah

haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah
amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan
Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat
dan Tergugat dilangsungkan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang

tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis
Kabupaten Tangerang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal
22 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H. dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H.
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Antung Jumberi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nurkholish, MH
dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. NURKHOLIS, MH ZAINUL ARIFIN,SH

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran  : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu
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rupiah)
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